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Seluruh SKPD/Unit Kerja pengelola pendapatan daerah dan 
BUMD agar menerapkan digitalisasi dalam pemungutan 
pendapatan daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD/ 
Unit Kerja dan BUMD, dengan mengubah 
pemungutan/penerimaan pendapatan daerah dari cara tunai 
menjadi nontunai berbasis digital. 
Seluruh SKPD/Unit Kerja pengelola pendapatan daerah dan 
BUMD agar menyediakan dan/atau memperluas kanal 
pembayaran nontunai dalam pemungutan pendapatan 
daerah, diantaranya melalui Quick Response Code 
Indonesian Standard (ORIS), virtual account, e-commerce, 
mobilelinternetlsms banking, maupun kanal pembayaran 
nontunai lainnya. 
Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif dan 
berkelanjutan kepada masyarakat untuk dapat melakukan 
pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Pendapatan 
Daerah lainnya secara nontunai berbasis digital dengan 
menggunakan kanal pembayaran nontunai yang telah 
disediakan oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja dan BUMD. 
Seluruh SKPD/Unit Kerja dan BUMD lingkup Pemerintah Kota 
Makassar agar menerapkan transaksi nontunai dalam 
pelaksanaan belanja pada masing-masing SKPD/Unit Kerja 
dan BUMD sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang 
berlaku terkait dengan transaksi nontunai untuk belanja. 

1. Para Kepala SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota 
Makassar 

2. Para Direksi BUMD lingkup Pemerintah Kota Makassar 
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Dalam rangka optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 
(ETPD) sebagai wujud penerapan digitalisasi pada Pemerintah Kota Makassar, 
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Ditetapkan di Makassar 
pada Tanggal 1 1'1.aret 2024 

lnstruksi ini mulai harlaku nada tannnal rlitP.t~nk~n 
•• ,_ ... , _., .. _, •••• ···-·-· --· ·-· .. - ,---- ... -. ';;J;:::J-· -· .. - .. -,- ... - ••• 

Para Kepala SKPD/Unit Kerja dan Direksi BUMD agar 
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
penerapan digitalisasi pendapatan dan belanja pada 
instansinya masing-masing. 

Khusus untuk SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kata 
Makassar dalam implementasi transaksi nontunai agar 
menggunakan Sistem Aplikasi Pemindahbukuan Langsung 
(SAMBALU) dalam penatausahaan belanja yang 
menggunakan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang 
(GU)fTambahan Uang Persediaan (TU) pada masing-masing 
SKPD/Unit Kerja. 
SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kata Makassar secara 
bertahap menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah 
Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja daerah pada 
masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan mengacu kepada 
Peraturan Wali Kata Makassar Nomor 41 Tahun 2023 tentang 
Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran 
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